
 

52  UNIVERSITAS BUNG HATTA 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan data yang diuraikan didalam hasil penelitian dan pembahasan, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Nagari Banja Loweh dalam 

mencegah korupsi pengelolaan dana desa sudah melibatkan masyarkat 

dalam berbagai sektor, terutama sektor pembangunan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Seperti melibatkan dalam 

musrembang untuk menyalurkan aspirasi, pekerja dan pengelola proyek, 

dan dalam mendengarkan pelaporan anggaran yang dihabiskan dalam 

pembangunan. 

2. Efektivitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Banja 

Loweh dalam mencegah korupsi dana desa sudah efektif sesuai dengan 

yang diatur dalam undang-undang, karena sudah  melibatkan masyarakat 

dalam bidang pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap 

evaluasi. Tetapi apabila mencegah korupsi yang diharapkan hanya dengan 

partisipasi masyarakat, belum bisa di katakan berhasil karena masyarakat 

dalam hal ini hanya dapat memberikan informasi, sehingga diperlukan 

kolaborasi aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan tentang apa yang telah dilaporkan itu. 

B. Saran  

1. Sebaiknya di Kantor Nagari Banja Loweh Kabupaten Lima Puluh Kota 

membuat seperti spanduk yang isinya anggaran dana desa setiap tahunnya 
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dan dipajang pada ruangan. Sehingga bagi masyarakat yang berurusan ke 

Kantor Wali Nagari Banja Loweh bisa melihat dan mengetahui besarnya 

anggaran yang di terima dan di keluarkan per tahunnya. Dan juga diakses 

ke web Nagari Banja Loweh sehingga membuat masyarakat lebih efesien 

untuk mengakses informasi mengenai Nagari Banja Loweh. Dengan tujuan 

terciptanya prinsip transpransi yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lima 

Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian 

Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran 2023 

Pasal 5 Ayat A. 

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari serta peran aparat pengawas 

seperti Bamus, Camat, Inspektorat dan Masyarakat dalam pelaksanaan 

peran, tugas dan fungsi perlu dioptimalkan lagi dan ditingkatkan lagi, baik 

dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran dan Pembiayaan 

Program yang masih minim, Sarana dan Prasarana Pemerintah yang 

kurang mendukung. 
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